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Gelar Perkara Terbuka'
pD. AI\IY{ pemyataan IGjari Ema Normawati yang meft $a

alat bulci.kurang dan sulit membuktikan membua-tyengah
Kptua Bali Comrption Watch (BCW) putuWirata Oi,vitora"
P{ia pegiatlembaga antirasulh ini mengaakan bahwa ketika
Kejari Denpasar sudah menetapkan tersan*a n
I I ) Baca putufuirata... HatAT

kasus ini. "(alau seperti ini akan semakin
mengarah k{ SP-3," tandasnya.
Lebih jauft dia menuturkan bahwa

ketika kejalisaan mengalami keraguan,
sepatutnya 4igelar perkara secara terbuka.
Antara lain flengan mengundang akade-
misi hukun{ jaksa yang berpengalaman,
pihakpemkot, DPRD Kota Denpasa4 dan
elemen masyarakat. Seperti dari LSM an-
tikorupsi, dan wartawan agar transparan.

Imbuhnya, gelar perkara secara terbuka
pemah dila$ukan di Bali pada tahun 1999

mengenai kfsus kavling tanah di Pecatu.
l__

perkara dilakukan secara tertutup, itu
akan menambah kecurigaan masyarakat
terhadap para penegak hukrm yang tidak
bersih dan belum reformis. Iuga tidak
transparani' papunya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa
proses kerja kejaksaan harus lebih diawasi
oleh Asisten Bidang Pengawasan (Aswas)
Kejaksaan Tinggi Bali. Ini agar para iaksa
bekerja lebih baik dalam menegakkan
kdadilan. "Kejari harus diawasi badan
pengawasan," imbuhnya. (feb/Pit)

dan sudah cukup bukti, pihak keiari
sudah sepatutnya segera melimp{h-
kan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor).
"lni penegak hukum kok aneh. Su{ah

ditetapkan sebagai tersangka, kot masih
minim'alat bukti. Kalau raguya lakukan
gelar perkara terbuka. |angan internal
saja," ungkap Pria Yang biasa pisqRa
singkat sebagai Putwir ini dengafr nada
heran saat koran menghubungiilya ke-
marin (r3/7).
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Sudah ditetapkan
sebagai teisangka, koi ma-
sih minim alat bukti. Ka-
lau rlaguya lakukan gelar
per\ara terbuka. Iangan
inte[nal saja,"
putu ri{irata Dwikora, Ketua BCw
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50. Kami kanpengin
berhasil. Untukapa
sidangkalauridak
berh_gsili
Erna Normawati,
Kajari Denpasar
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DENPASAR - Kajari Denpasar Ema
Noormawati Widodo putri tam-
paknya sangat berhati-hati dalam
menyikapi dugaan korupsi kasus
Perusahaan Daerah (pD) parkir
Denpasar. Bahkan, pef nyataannya
menyiratkan keraguan s
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Mantan Asisten Tindak Pidana
Khusus (Aspidsus) IGjati Bali itu
tidak mau langsung menggeber
kasus peningga.lan l(ajari sebel-
umlya Imanuel Zebua.

Kepada awak media, Erna
menyebut alat buldi penyidikan
korupsi PD Parkir Denoasar
masih minim. Ema menyebut
IG.jari Denpasar belum rnemiliki
minimal dua alat bukti untuk
menetapkan DirutPD Pa*irNy-
oman Gede Sudiantara" "Kami
biasa menangani kasus korupsi,
ya. Setelah saya lihat, di dalam
berkas perkara lang ada temya-
ta belum ada penghitungan ker-
ugian negara. Padahal, kalau itu
(penghitungan BPKP Bali) ada
maka dapat dua alarbuki.IGlau
pegerg alat (bulci minim), un-

Timu4 ini alat
bukti penyidikan
dengan angka 50 ; 50
mengarnbang. "
buki) hanya 50 ; Kirmi kan

ini (alat

ingin berhasil. sidang
kalau tidak berhasil,"

hrk apa disidangkanf' ujar Ema
dengan nada tinggi.

Iaksa asal Moiokerto, Jawa

iksa Keuangan dan pemba-
ngunan Wilayah (BPKP) Bali
untuk menanyakan lkerugian
negara dalam perkara PD Parkir
Menurut Frna, pihalora sengaja
mengirim suat pada FPKP Bali
karena BPKP pihak bdrwenang
menghitung kerugianl negara.

- Nalr dengan adaqra]perhitun-
gankerugian negamdaiiBpKpini
akan menarnbah alat buki !"nc
ada- Yainr keteranpn atat bu6
berupa at i dan alatbrldi sumt

"lustru saya kirim surat per-
hitungan keuangan negara.
Apa hasilnya (BP(P Bdi) ydrs
menghirung. Apakah ada per-
hitungan kerugian kleuangan
negara" Karena dia jnsftnsi yang
berwenan&'' tulas Ema.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi
lerpisab Agus Samiialr anggota
timknasa hukunlvoman C,ede
Sudiantara belum bisa mem-

berikan komentar. "Saya masih
nyeftr di jalan tol ini. Baru saia
rnasukjalan tol Surabaya. Nanti
saya hubungi,' jawab Samijaya.
Namun, hingga berita ini

sdesai dinrlis, koran ini belum
menerhra telepon bdik Sami-
jaya. Sementara anggota tim
kuasa hukum lain, yakni Ari
Boediman Soenardi dihubungi
terpisah iuga tidak adajawaban.
Seperti diketahui, dalam

pemberitaan sebelumnya
mantan Kajari Denpasar Iman-
uel Zebua membuat kejutan
di akhir masa jabatannla. Pria
asal Nias itu menyebut Direk-
tur Utama (Dirut) PD Parkir
Kota Denpasar I Nyoman Gede
Sudiantara sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi
di tubuh PD Parkir. Zebua
menyebut kerugian negara
senilai Rp I1,5 miliar. (aan/plt)

D Parkir

Ditanya status ten+gka Dirut
PD Parkir lemah, Eina mem-
b{ntah. "Saya tidak menye-
bqt lemah. Saya ihgin alat
briktinya komplit. I{alau bisa
lirha alat bukti. Sekdiin sama
P4sal 37 Undang- .Undang
Korupsi (mengenai sistem
pEmbalikan beban pembuk-
ti4n yang bersifarl terbatas
atFu berimbang)i' tlrkas Ema
mfsih dengan nadardenggebu.

{ma mengalu sudp mengi-
rirb surat pada Bad{n Pemer-
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